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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Surat Persetujuan Berlayar.

Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Ketentuan Pasal 8 Permenhub Nomor 82 Tahun 2014 merumuskan mengenai persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan Surat Persetujuan Berlayar, yaitu :

Surat Pernyataan Nahkoda (master sailing declaration);

Bukti-bukti pemenuhan kewajiban lainnya.
Untuk kapal perikanan wajib dilengkapi surat laik operasi oleh pengawas perikanan.

Kewajiban-kewajiban lainnya yang harus terpenuhi agar terbitnya Surat Persetujuan Berlayar yakni :
Bukti pembayaran jasa kepelabuhan

Bukti pembayaran jasa kenavigasian

Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan

Persetujuan (clearance) dari bea dan cukai

Persetujuan (clearance) dari imigrasi

Persetujuan (clearance) karantina. 
Kepentingan pelayaran selanjutnya diatur secara signifikan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Seperti yang tertuang dalam Pasal 219 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran “Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar”.

Bahwasanya semua kapal yang akan melakukan pelayaran wajib mengantongi Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kapal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar tidak diperbolehkan untuk berlayar.

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu (Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran).

Diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar merupakan bukti yang orisinal atau sah bahwa kapal telah diperiksa, memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan telah memenuhi kewajiban-kewajiban pelayaran lainnya. Surat Persetujuan Berlayar hanya akan berlaku selama 24 (dua puluh empat) jam dan digunakan untuk satu kali perjalanan, jika selama 24 jam setelah diterbitkannya surat tersebut kapal tidak juga melakukan pelayaran maka Surat Persetujuan Berlayar tidak berlaku lagi.

Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang memiliki wewenang tertinggi untuk melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan dalam Undang-Undang untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Pasal 1 ayat (56) UU Pelayaran). Berikut ialah kewenangan Syahbandar mengenai Penundaan, Pencabutan dan Pembebasan Surat Persetujuan Berlayar yang diatur dalam Bab V Permenhub Nomor 82 Tahun 2014.

Pasal 10 (Penundaan Keberangkatan) : “Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal atau pertimbangan cuaca”.

Pasal 11 (Pencabutan) : Surat Persetujuan Berlayar dapat dicabut karena :

Kapal tidak berlayar meninggalkan pelabuhan, melebihi 24 (dua puluh empat) jam dari batas waktu penerbitan; dan/atau

Perintah tertulis dari Pengadilan.

Pasal 12 (Pembebasan) : Berlaku bagi :

Kapal yang untuk sementara berlayar keluar pelabuhan dengan tujuan memberikan bantuan pertolongan kepada kapal yang dalam bahaya.

Kapal yang menyinggahi pelabuhan karena keadaan darurat. 

Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:
Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Menteri perhubungan No:KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan

Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar perikanan begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). Adapun mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) menurut peraturan menteri tersebut diatur dalam pasal (3), yaitu :

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), Pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010 ; dengan melampirkan :

Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration) Sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010.

Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:

Bukti pembayaran jasa kepelabuhan.

Bukti pembayaran jasa kenavigasian.

Bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan

Persetujuan (clearance) Bea dan Cukai.

Persetujuan (clearance) Imigrasi

Persetujuan (clearance) karantina kesehatan.

Persetujuan (clearance) karantina hewan dan tumbuhan.
Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan diatas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration).
Penyerahan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:

Menyerahkan ke loket pelayanan satu atap pada kantor syahbandar.

Mengirimkan secara elektronik (upload) melalaui inaportnet pada pelabuhan yang telah menerapkan National Single Window (NSW).

Setelah semua dokumen tersebut diserahkan kepada syahbandar, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan kelaiklautan kapal oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal. Hal ini diatur dalam pasal (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang berbunyi: berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pejabat pemeriksa kapal kelaiklautan kapal melakukan pemeriksaan kelaiklautan kapal, meliputi :

Admistratif.

Fisik diatas kapal

Kemudian pada ayat (5) dijelaskan bahwa:

Pemeriksaan adminstratif kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a), dilakukan untuk meneliti kelengkapan, dan masa berlaku atas:

Surat-surat dan dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan surat permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance).
Sertifikat dan surat-surat kapal yang telah diterima oleh syahbandar pada saat kapal tiba di pelabuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan dan resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dengan menggunakan daftar pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III dalam peraturan ini.

Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif telah terpenuhi maka pemeriksaan fisik dapat dilakukan.

Dalam hal kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif belum terpenuhi, Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan Kapal menyampaikan secara tertulis kepada pemilik atau operator kapal untuk melengkapi.

Setelah pemeriksaan administratif telah selesai dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal oleh pejabat Pengawas Kelaiklautan Kapal. Pemeriksaan fisik kapal diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang berbunyi:

Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan oleh pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal guna meneliti:

Kondisi nautis-teknis dan radio kapal

Pemuatan dan stabilitas kapal

Sesuai dengan keterangan yang disebutkan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (master sailing declaration).
Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal.

Kekurangan persyaratan teknis kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), wajib disampaikan kepada pemilik atau operator untuk dilengkapi.

Setelah semua proses diatas dilalui, maka pejabat pemeriksa kelaiklautan kapal menyerahkan hasil pemeriksaannya kepada syahbandar. Apabila semua syarat diatas telah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah syahbandar mengeluarkan atau menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, yang diatur dalam Pasal (7), yang bunyinya:

Syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar berdasarkan hasil kesimpulan atau resume pemenuhan persyaratan administrative dan teknis kelaiklautan kapal.

Dalam hal syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, penandatanganan Surat Persetujuan Berlayar hanya dapat dilimpahkan kepada syahbandar satu tingkat dibawahnya yang memiliki kompetensi dan kualifikasi di bidang kesyahbandaran.

Adapun Surat Persetujuan Berlayar hanya berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010, yang bunyinya: “Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) berlaku 24 (dua puluh empat) jam dari waktu tolak yang ditetapkan dan hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali pelayaran”.

Kemudian, tahap berikutnya diatur dalam Pasal 8:

Surat Persetujuan Berlayar yang telah ditandatangani oleh pejabat sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh), segera diserahkan kepada pemilik kapal operator atau badan usaha yang ditunjuk mengageni kapal untuk diteruskan kepada nakhoda kapal.

Setelah Surat Persetujuan Berlayar diterima diatas kapal, nakhoda kapal wajib segera menggerakkan kapal untuk berlayar meninggalkan pelabuhan sesuai dengan waktu tolak yang telah ditentukan.

Syarat-Syarat Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengatur dengan jelas mengenai perizinan ini, yaitu:

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan kapal motor luar atau berukuran tertentu (nelayan kecil).

Mengenai SIUP diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.44 Mengenai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia/asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Bagi setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Menteri perhubungan No:KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan.45
Menurut Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar perikanan begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar.

Mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) yang merupakan dokumen yang harus dimiliki setiap kapal yang akan beroperasi diatur secara tegas didalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). Adapun mekanisme penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) menurut peraturan menteri tersebut diatur dalam pasal (3), yaitu:

Untuk memperoleh Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), pemilik atau Operator Kapal mengajukan permohonan secara tertulis kepada Syahbandar dengan menggunakan format sebagaimana contoh Lampiran I pada KM. 01 Tahun 2010  dengan melampirkan :

Surat Pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (master sailing declaration) sebagaimana format pada lampiran II pada KM. 01 Tahun 2010.

Dokumen muatan serta bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya.

Bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), meliputi:

bukti pembayaran jasa kepelabuhan.

bukti pembayaran jasa kenavigasian.

bukti pembayaran penerimaan uang perkapalan.

persetujuan (clearance) Bea dan Cukai.

persetujuan (clearance) Imigrasi

persetujuan (clearance) karantina kesehatan.

persetujuan (clearance) karantina hewan dan tumbuhan.

Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (port clearance) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada syahbandar setelah semua kegiatan diatas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda (master sailing declaration).46
Syarat-syarat ketat dalam penerbitan Surat persetujuan Berlayar diharapkan akan menjamin kinerja serta kelancaran operasional kapal penangkap ikan ketika melakukan operasi penangkapan dan/atau pengangkutan ikan di laut.
 Berdasarkan pemaparan mengenai tindak pidana perikanan di atas diketahui bahwa pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar adalah tindakan melanggar hukum. Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar dikategorikan sebagai delik pelanggaran oleh Undang-Undang Perikanan.

Undang-Undang Perikanan telah menegaskan bahwa, setiap pengoperasian kapal penangkap ikan, wajib disertai dengan SPB. Pasal 42 ayat (3) UU No.45 tahun 2009 menyatakan: “setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”

Berdasarkan pasal di atas dapat kita temukan unsur-unsur sebagai berikut:

Setiap kapal perikanan

Berlayar melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan.

Wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar.

Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal ini juga telah diyatakan secara tegas dalam Pasal 98, yang berbunyi: “nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,-( dua ratus juta rupiah)“.

Adapun unsur-unsur pasal diatas adalah:

Nakhoda

Yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar bagi kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000, 00 (dua ratus juta rupiah). 

Dikatakan sebagai tindak pidana pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar, maka semua unsur-unsur diatas harus telah terpenuhi.

Tindak Pidana Pelanggaran Izin Berlayar 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.
 Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa  perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut .
  R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang  bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. 

Mahrus Ali menyebutkan  strafbaarfeit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
 Utrech menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/normovertreding) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
 

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakukan yang diancan dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

Diancam dengan pidana oleh hukum.

Bertentangan dengan hukum.

Dilakuan oleh orang yang bersalah.

Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau  diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.
 Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.

Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.

Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.

Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. 

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila   perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Melawan hukum

Merugikan masyarakat

Dilarang oleh aturan pidana

Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.

Ketentuan tentang tindak pidana di bidang pelayaran, berjumlah 52 pasal, dan terdapat dalam Pasal 284, sampai dengan Pasal 336, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang untuk memudahkan dalam pemahamannya di bagi dalam 2 (dua) kategori yaitu : berdasarkan subyek pelaku dan berdasarkan pertanggungjawaban pidana.

Dari segi subyek hukum pelaku perseorangan, atau pelaku kelompok orang maupun badan swasta, terdapat dalam ketentuan  masing masing sebagai  berikut :  

Dipidana setiap orang yang mengoperasikan kapal asing yang mengangkut  penumpang atau barang antar pulau di wilayah perairan Indonesia, tanpa izin  pemerintah.

Dipidana setiap orang yang  melayani angkutan laut khusus yang mengangkut  muatan barang milik pihak lain  atau muatan barang umum pihak lain tanpa izin  pemerintah.

Dipidana Nakoda  angkutan danau dan sungai yang melayarkan kapalnya ke laut tanpa izin kesyahbandaran. Dan yang mengakibatkan kerugian barang maupun  mengakibatkan kematian seseorang.

Dipidana setiap orang WNI atau Badan Usaha yang mengoperasikan kapal pada angkutan diperairan tanpa izin usaha dari pemerintah.

Dipidana setiap orang mengoperasikan kapal pada angkutan penyeberangan tanpa persetujuan  pengoperasian dari menteri/ gubernur/bupati/walikota bagi masig-masing kapal untuk melayani lintas pelabuhan di masing-masing wilayah  antar provinsi dan antar Negara/antar kabupaten atau dalam  wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dipidana setiap orang yang menyelenggarakan jasa usaha angkuta di perairan, danau dan sungai tanpa izin pemerintah.

Dipidana  setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengangkut penumpang atau barang terutama angkutan pos.

Dipidana setiap orang termasuk penyedia jasa angkutan multimoda, yang tidak mengasuransikan tanggungjawabnya sebagai akibat pengoperasian kapal, berupa kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah /hilang/rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang/barang yang diangkut, kerugian pihak ketiga. 

Dipidana  perusahaan angkutan  perairan  yang tidak memberikan fasiltas  khusus dan kemudahan  untuk tidak dikenakan biaya tambahan, bagi penumpang cacat, wanita hamil, lanjut usia dan anak dibawah usia lima tahun.

Dipidana  setiap orang yang mengangkut barang khusus dan barang berbahaya yang tidak sesuai persyaratan pengemasan dan penumpukan di pelabuhan, pengenaan tanda keselamatan atau tidak memberi tanda peringatan barang berbahaya, yang sesuai peraturan standar nasional maupun internasional,  dan yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kematian  seseorang.

Dipidana  setiap orang yang membangun  dan  mengoperasikan pelabuhan sungai dan danau  dan yang memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal, bongkar muat  barang atau menaikkan atau menurunkan penumpang  untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di pelabuhan/diterminal khusus/terminal untuk kepentingan diri sendiri,  Juga yang memgunakan terminal khusus untuk kepentingan umum, tanpa izin pemerintah. 

Dipidana  setiap orang  termasuk  badan usaha  yang melaksanakan kegiatan dipelabuhan, yang tidak memberikan jaminan ganti rugi atas pelaksanaan kegiatan di pelanuhan yang mengakibatkan  kerusakan bangunan  atau fasilitas pelabuhan.

Dipidana  setiap orang yang mengoperasikan terminal khusus untuk melayani  perdagangan dari dan ke luar negeri tanpa memenuhi persyaratan dan belum ada penetapan pemerintah.

Dipidana Nakhoda yang melayarkan kapanya  sedangkan diketahuinya  jika kapal itu tidak laik laut yang mengakibatkan kerugian harta benda atau kematian seseorang.

Dipidana  setiap orang yang mengoperasikan kapan dan pelabuhan  tanpa memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan  pelayaran serta perlindungan lingkungan maritime.

Dipidana  setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak memenuhi persyaratan  kelengkapan  navigasi/navigasi elektronik kapal. Termasuk  yang mengoperasika kapal yang tidak dilengkapi peralatan komunikasi radio dan kelengkapannya , juga peralatan metereologi

Dipidana  Nakhoda yang sedang berlayar dan mengetahui cuaca buruk yang membahayakan keselamatan berlayar, namun tidak menyebarluaskan  kepada pihak lain dan atau  kepada pemerintah.

Dipidana  setiap orang yang mempekerjakan awak kapal yang tidak memnuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional, juga yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apapun tanpa disijjil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta  tanpa dokumen kepelautan yang dipersyaratkan.

Dipidana  setiap orang yang menghalang haling nakhoda dalam menjalankan kewajibannya berada di kapal selama berlayar.

Dipidana  setiap orang  yang menggunakan peti kemas sebagai bagian alat angkut tanpa memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas.

Dipidana  setiap orang yang sengaja  atau karena kelaliannya mengakibatkan rusak atau merusak atau melakukan tindakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya sarana bantu navigasi-pelayaran dan  fasilitas alur pelayaran di laut, sengai  dan  danau serta telekomunikasi pelayaran.

Dipidana  setiap orang yang melakukan  pengerukan  atau reklamasi alur pelayaran atau kolam pelabuhan tanpa izin pemerintah.

Dipidana Nakhoda yang melakukan kegiatan perbaikan, percobaan berlayar, alihmuat dikolam pelabuhan, menundan dan membongkar muat barang berbahaya tanpa izin syahbandar.

Dipidana  Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar, dan yang mengakibatkan kecelakaan kapal serta mengakibatkan kerugian harta benda dan kematian.

Dipidana  awak kapal yang tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan  terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal.

Dipidana  setiap orang yang melakukan pembuangan limbah air balas, kotoran, sampah atau bahan lain  ke perairan diluar ketentuan peraturan perundang undangan  dan mengakibatkan tercemarnya lingkungan hidup dan  yang mengakibatkan kematian seseorang.

Dari segi pertanggungjawaban pidana pelaku, baik perseorangan dan kelompok orang maupun badan swasta atau badan pemerintah. 

Pertanggungjawaban pidana dimaksud adalah kesalahan pelaku yang terdiri atas Kesengajaan sebagai niat, dan sengaja karena insyaf akan kemungkinan terjadi atau tidak terjadinya sesuatu, juga kelalaian serta sikap batin yang tercela maupun kekhilafan dari pelaku perbuatan yang diuraikan dalam peraturan pidana, dengan kata lain terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf  dalam  lingkup perbuatan  yang diuraikan dalam suatu peraturan pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan.

Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa Surat Persetujuan Berlayar adalah tindakan melanggar hukum.47 Pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa disertai Surat Persetujuan Berlayar dikategorikan sebagai delik pelanggaran oleh Undang-Undang Perikanan. Undang-Undang Perikanan telah menegaskan bahwa, setiap pengoperasian kapal penangkap ikan, wajib disertai dengan SPB. Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan: setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
Ketentuan pidana bagi pelanggar pasal ini juga telah diyatakan secara tegas dalam Pasal 98 Undang-Undang No.45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,-( dua ratus juta rupiah).
Surat izin dalam penangkapan ikan sebelumnya diatur berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Namun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri. 

Adapun pengertian masing-masing jenis surat izin tersebut sebagai berikut:

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP sesuai dengan yang tertuang dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 16 yang berbunyi: Surat izin usaha perikanan, selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 

Surat Izin Penangkapan Ikan yang disingkat SIUP, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 17 yang berbunyi: Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. 

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI, dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 1 angka 18 yang berbunyi: Surat izin kapal pengangkut ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ketiga surat izin tersebut digunakan dalam penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pengelolahan ikan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolahan, dan pemasaran berdasarkan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengelolahan, dan pemasaran”. 

Kegiatan penangkapan ikan tanpa memiliki ketiga surat izin tersebut maka dianggap telah melakukan illegal fishing karena telah melanggar hukum. Pemerintah Indonesia khususnya Departemen Kelautan dan Perikanan telah mempunyai aturan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya di wilayah perairan Indonesia. Salah satunya adalah pengaturan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam pengoperasian kapal-kapal perikanan. Bagi kapal-kapal perikanan yang ingin beroperasi di wilayah perairan Indonesia maka harus melakukan pemeriksaan fisik kapal perikanan dan dokumen kapal perikanan guna mendapatkan SIUP, SIPI, dan SIKPI. 

Namun hingga saat ini kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia masih banyak yang tidak memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam melakukan penangkapan ikan. Selain penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin saat beroperasi di perairan Indonesia, modus operandi pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan saat melakukan penangkapan ikan adalah dengan menggunakan surat izin palsu. Padahal pelanggaran menggunakan surat izin palsu oleh kapal perikanan diatur jelas dalam Pasal 28 A UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang berbunyi: “setiap orang dilarang:

Memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI. 
Menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.” 
Pemalsuan surat izin ini bisa berupa bentuk fisik kapal yang tidak sesuai dengan wilayah penangkapan ikan ataupun kewenangan penertiban surat izin yang tidak sesuai dengan daya tampung atau ukuran kapal perikanan berdasarkan ketentuan yang telah diterapkan
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